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Abstract 

Issue of tax aggressiveness is interesting to be studied empirically. The research objective is to 

analize the impact of corporate governance and disclosure of CSR on tax aggressiveness. This 

research will test five hypotheses. The research object is financial and nonfinancial companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. There are 85 samples with a purposive 

sampling approach. This research used multiple regression analysis techniques. The results of the 

study indicate that: (1) the size of the board of directors negatively affects tax aggressiveness, (2) 

the proportion of independent commissioners positively affects tax aggressiveness, (3) the 

expertise of audit committee members does not affect tax aggressiveness, (4) public ownership 

does not affect tax aggressiveness, (5) CSR disclosure does not affect tax aggressiveness. 
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Abstrak 

Isu tentang agresivitas pajak menarik untuk dikaji secara empiris. Tujuan riset ini yaitu untuk 

menganalisis dampak corporate governance dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. 

Riset ini akan menguji lima hipotesis. Objek penelitian adalah perusahaan finansial dan non 

finansial yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Terdapat 85 sampel dengan pendekatan puposive 

sampling. Teknik analisis regresi berganda digunakan pada riset ini. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) ukuran dewan direksi memengaruhi secara negatif pada agresivitas 

pajak, (2) proporsi komisaris independen memengaruhi secara positif pada agresivitas pajak, (3) 

keahlian anggota komite audit tidak memengaruhi agresivitas pajak, (4) kepemilikan publik tidak 

memengaruhi agresivitas pajak, (5) pengungkapan CSR tidak memengaruhi agresivitas pajak.  

Kata-kata kunci: agresivitas pajak, corporate governance, CSR 

 

 

PENDAHULUAN 

Isu terkait tentang pajak menarik untuk diungkap dalam penelitian empiris. Pajak menjadi 

salah satu elemen krusial dalam pengeloaan keuangan karena akan berdampak pada pelaporan 

laba perusahaan. Oleh karena itu ada kecenderungan dimana perusahaan sebagai wajib pajak 

berupaya agar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi relatif kecil. Tujuan riset ini, 

ialah menganalisis dampak corporate governance dan Corporate Social Responsibilty (CSR) pada 

agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah upaya membuat beban pajak suatu entitas menjadi 

minimal. Hasil dari penelitian sebelumnya untuk subjek yang sama menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten. Hasil penelitian Jessica dan Toly (2014), Permana dan Zulaikha (2015) menunjukkan 

bahwa pengungkapan CSR tidak memengaruhi agresivitas pajak. Selanjutnya, tingkat 
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pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak [Lanis dan 

Richardson (2013), Simarmata (2019)]. 

Penelitian Sunarsih dan Handayani (2018) menunjukkan bahwa proporsi komisaris 

independen memengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Alifianti, Putri dan Chariri (2017) 

menyatakan corporate governance sebagai proksi untuk ukuran dewan direksi memengaruhi 

secara positif pada penghindaran pajak. Prayogo (2015) menyatakan keanggotaan komite audit 

memengaruhi secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, studi 

Pradnyawati dan Suprasto (2019) menyatakan bahwa kepemilikan publik memengaruhi pada 

agresivitas pajak. Dalam upaya memungut pajak, pemerintah harus menghadapi praktik antipajak 

seperti penggelapan pajak.  

Bagi sebuah entitas, pajak dapat menurunkan tingkat keuntungan yang diakui sebagai 

beban. Hal ini menyebabkan, perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir beban pajak yang 

dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Chen, dkk. (2010) menjelaskan agresivitas pajak sebagai 

upaya perusahaan agar perpajakan menjadi minimal. Untuk meminimalkan pembayaran pajak 

dengan menggunakan perencanaan dan praktik penghindaran beban pajak. Pernyataan serupa 

juga dibuat oleh Lanis dan Richardson (2012): agresivitas pajak adalah strategi yang umum 

diadopsi untuk meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa agresivitas 

pajak dapat mempengaruhi reputasi baik perusahaan karena publik mungkin memiliki persepsi 

negatif terhadap tindakan tersebut. Dari perspektif agensi, sangat mungkin terjadi konflik 

kepentingan antara pemilik bisnis dan manajer dalam masalah strategi pajak ini. Oleh karena itu, 

diperlukan good corporate governance. 

Perusahaan harus dapat menemukan keseimbangan antara kegiatan berorientasi bisnis 

dan perlindungan lingkungan dalan menjalankan bisnisnya. Entitas yang melakukan usaha terkait 

dengan pemanfaatan sumber daya alam, harus bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan 

dan sosial, sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Salah satu strategi 

perusahaan dalam menaikkan citranya di mata masyarakat biasanya entitas mengungkapkan 

kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Watson (2011) menyatakan bahwa entitas 

yang mendapat skor rendah dalam CSR secara publik dianggap tidak memiliki 

pertanggungjawaban secara sosial. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa entitas dapat 

melakukan strategi pajak yang agresif daripada strategi yang mempunyai manfaat secara sosial. 

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh konsep tata kelola 

perusahaan, dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Selain itu, bagi pemangku 

kepentingan seperti pemegang saham, dan regulator dapat mempertimbangkan tindakan 

manajemen perusahaan terkait dengan pajak, yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan. 

 

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS  

Teori Legitimasi 

Menurut Lanis dan Richardson (2012), perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat dan lingkungan politik di mana entitas tersebut menjalankan bisnisnya. 

Pengungkapan CSR merupakan salah satu upaya organisasi untuk mendapatkan legitimasi 

masyarakat. Perusahaan dapat mempublikasikan kontribusi sosialnya dalam bentuk 

pengungkapan CSR dalam laporan tahunan atau dalam laporan keberlanjutan.  
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Teori Keagenan 

Pada dasarnya, masalah keagenan adalah masalah yang ada di semua bisnis. Masalah ini 

muncul karena adanya conflict of interest antara manajer dan investor. Penerapan good corporate 

governance dapat meminimalkan berbagai konflik yang ada dalam bisnis. Sebagai satu kesatuan, 

seringkali terjadi conflict of interest di dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan 

perusahaan yang bagus untuk mengurangi benturan kepentingan. Good Corporate Governance 

juga dapat digunakan sebagai kontrol tindakan manajer sebagai penanggung jawab perusahaan 

(Panda dan Leepsa, 2017). 

 

Teori Stakeholder 

Menurut teori stakeholder, perusahaan bukan sekedar memiliki tanggung jawab kepada 

pemegang saham saja, namun juga harus dapat memberikan manfaat dan mementingkan 

kepentingan para stakeholder. Entitas dianggap harus bertanggung jawab kepada pihak yang 

terkena dampak atas kegiatan operasionalnya. Kaitan teori ini dengan CSR adalah bahwa CSR 

yang dilakukan perusahaan akan menarik konsumen serta pihak lainnya.  

 

Corporate Governance 

Tata kelola perusahaan diartikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan 

meminimalkan konflik keagenan yang ada dalam entitas. Penelitian terdahulu menggunakan 

berbagai proksi untuk mengukur corporate governance dikarenakan masih terdapat banyaknya 

keterbatasan dalam penggunaan corporate governance index (Arifin, 2003). Secara internal 

mekanisme corporate governance menggunakan proksi ukuran dewan direksi, proporsi komisaris 

independen, dan keahlian anggota komite audit. Secara eksternal mekanisme tata kelola 

perusahaan menggunakan proksi kepemilikan publik. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Definisi dari CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), yaitu suatu komitmen entitas untuk berperilaku etis, serta memberikan kontribusi pada 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan 

keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas. Perusahaan dapat mengungkapkan 

pelaporan CSR dalam laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan (Global Reporting Initiative/ 

GRI). GRI dipandang sebagai salah satu pedoman yang dapat diandalkan dan komprehensif 

karena telah dipublikasikan secara global dan didukung oleh struktur laporan yang mewakili 

kepentingan berbagai pihak (Kartawijaya, 2010). 

 

Teori Pemangku Kepentingan. 

Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab 

kepada pemegang sahamnya, tetapi juga harus dapat memberikan manfaat dan mengutamakan 

pemangku kepentingannya. Perusahaan dianggap bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang 

terkena dampak atas segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan. Hubungan 

antara teori ini dengan CSR adalah CSR perusahaan akan menarik bagi konsumen dan pihak lain. 
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Tata Kelola Perusahaan 

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme untuk meminimalkan 

konflik antar lembaga yang ada dalam suatu entitas. Penelitian sebelumnya telah menggunakan 

banyak proksi yang berbeda untuk mengukur corporate governance, karena masih banyak 

keterbatasan dalam menggunakan indeks CG (Arifin, 2003). Secara internal, sistem CG 

menggunakan perkiraan ukuran dewan direksi, proporsi auditor independen, dan keahlian anggota 

komite audit. Secara eksternal, mekanisme corporate governance menggunakan kepemilikan 

publik.  

Agresivitas Pajak 

Banyak perusahaan di seluruh dunia mempraktikkan agresivitas pajak. Tujuannya adalah 

untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka kepada negara, dan tentu saja hal ini dapat 

berdampak negatif bagi negara. Ketegasan fiskal memiliki dua sisi, legal dan ilegal (Timothy 2010). 

Diizinkan secara hukum oleh hukum yang berlaku, yaitu legal tax avoidance, merupakan salah 

satu jasa hukum yang ditawarkan. Sisi lain adalah ilegal, yaitu penggelapan pajak. Penghindaran 

pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanipulasi atau 

mengubah sifat subjek transaksi yang melanggar peraturan perpajakan (Slemrod, 2002). 

 

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak 

Ukuran dewan direksi yang lebih besar mampu mengawasi kinerja manajerial agar dapat 

bekerja dengan lebih efektif serta mampu mengawasi proses pelaporan keuangan. Hal ini tentunya 

dapat meminimalkan agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajerial yang 

berdampak negatif bagi perusahaan. Lanis & Richardson (2011) meneliti hubungan antara 

susunan dewan direksi dengan agresivitas pajak dan menemukan hasil bahwa kehadiran direktur 

independen memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku pajak konservatif oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh negatif ukuran dewan direksi pada agresivitas pajak. 

 

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak 

Bersikap agresif terhadap pajak merupakan salah satu tindakan yang dapat merugikan 

pemegang saham. Dewan direksi independen dapat mengawasi manajemen untuk tidak 

melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan. 

Ini berarti bahwa agresi pajak dapat dihindari melalui pengawasan oleh dewan pengawas 

independen. Adam dan Putri (2018) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi persentase auditor independen, 

semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Adanya wali independen dapat 

meningkatkan pengendalian manajemen sehingga perusahaan dapat mematuhi peraturan 

perpajakan (Lanis dan Richardson, 2011). Berdasarkan pernyataan di atas, hipotesis berikut dapat 

diajukan: 

H2: Terdapat pengaruh negatif proporsi komisaris independen pada agresivitas pajak. 

 

Pengaruh Keahlian Anggota Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak 

Fungsi komite audit adalah membantu direksi dalam melakukan pengawasan manajemen 

yang efektif untuk meminimalkan kecurangan atau kepentingan direksi. Dengan adanya komite 

audit dalam suatu perusahaan diharapkan berbagai tindakan kecurangan seperti agresivitas pajak 

dapat diminimalisir. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan diharapkan 
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dapat membantu menghindari risiko pajak perusahaan yang berlebihan. Oleh karena itu, 

mengetahui peran penting profesi akuntansi atau keuangan dalam komite audit ini, Otoritas Jasa 

Keuangan mewajibkan perusahaan untuk memiliki setidaknya satu anggota komite audit jurusan 

keuangan atau akuntansi. Penelitian Ariyani dan Harto (201 ) menunjukkan bahwa kapasitas 

komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas 

pajak, komite audit memiliki pengalaman dalam hal tersebut, hal ini dapat mempengaruhi 

efektivitas pengawasan mereka terhadap manajemen. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Terdapat pengaruh negatif keahlian anggota komite audit pada agresivitas pajak. 

Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak 

Kepemilikan saham oleh publik memaksa perusahaan untuk memberikan kinerja yang lebih 

baik, seperti kepatuhan pembayaran pajak, yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan 

warga. Dengan kepemilikan publik, informasi dari perusahaan publik menjadi kumpulan informasi 

yang dapat diakses oleh publik. Hal itu juga membuat regulator tidak bisa leluasa menerapkan 

langkah-langkah oportunistik, seperti undang-undang perpajakan yang agresif ini. Hasil penelitian 

Puspita (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak yang diukur dengan tax accounting gaps. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin besar bagian dari ekuitas yang dimiliki suatu komunitas, semakin besar kemungkinan 

untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis berikut 

dapat diajukan: 

H4: Terdapat pengaruh negatif kepemilikan publik pada agresivitas pajak. 

 

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR) Terhadap Agresivitas Pajak 

Lanis dan Richardson (2012) melakukan penelitian CSR tentang agresivitas pajak, 

menemukan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan, semakin rendah agresivitas 

pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis mereka bahwa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan 

CSR cenderung kurang agresif pajak. Dikatakan bahwa pengungkapan CSR perusahaan 

merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat 

sekitar. Kepedulian perusahaan ini akan memengaruhi reputasi baik perusahaan, sehingga 

perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya, selain juga lebih 

memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Agresivitas pajak tentunya tidak sejalan dengan hal 

tersebut, agresivitas pajak akan berdampak negatif terhadap bisnis dan dapat mendiskreditkan 

bisnis karena agresivitas pajak, baik legal maupun ilegal, merugikan negara ketika perusahaan 

mengurangi pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membangun negara dan 

menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibuat hipotesis selanjutnya. 

H5: Terdapat pengaruh negatif pengungkapan corporate social responsibilty pada 

agresivitas pajak. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, dan 

menggunakan sumber data sekunder. Data yang diambil berupa laporan keuangan dan laporan 

berkelanjutan yang diunduh dari website masing-masing entitas, dan di website BEI 

(www.idx.co.id). 
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Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel independen penelitian ini yaitu corporate governance yang diproksikan dengan 

ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, keahlian anggota komite audit, dan 

kepemilikan publik. Variabel independen lainnya yaitu pengungkapan corporate social 

responsibility. Selanjutnya untuk variabel dependen penelitian ini adalah agresivitas pajak. Berikut 

adalah definisi operasional setiap variabel. 

Ukuran Dewan Direksi 

Salah satu fungsi utama perusahaan adalah dewan direksi, yang menentukan arah 

kebijakan entitas dan strategi sumber daya. Ukuran dewan diukur dengan melihat jumlah total 

anggota dewan dalam suatu perusahaan (Sukandar, 2014). 

Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Anggota Dewan Komisaris Independen adalah anggota direksi yang tidak terafiliasi dengan 

manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas, dan mereka 

yang bekerja sendiri atau mempunyai hubungan lain, yang dapat memengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen atau bertindak sendiri untuk kepentingan perusahaan (Komite 

Nasional Kebijakan Governance, 2006). Proporsi diukur dengan membagi jumlah komisaris 

independen dengan jumlah total dewan komisaris perusahaan untuk tahun sampel. 

Keahlian Anggota Komite Audit 

Komite audit telah menjadi salah satu elemen umum dari struktur tata kelola perusahaan. 

Komite audit dalam menjalankan fungsinya harus bertindak independen dan juga memiliki keahlian 

yang dapat mendukung fungsinya. Dalam suatu perusahaan, setidaknya terdapat satu anggota 

komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Komite audit diukur 

dengan jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan 

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan No: KEP6 3/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pembinaan pekerjaan Komite Audit. 

Kepemilikan Publik 

Saham publik adalah kepemilikan publik dengan nilai kepemilikan masing-masing saham 

kurang dari 5%. Kepemilikan publik dapat menciptakan kontrol yang mempersulit perusahaan 

untuk mengambil tindakan pajak yang agresif. Semakin banyak saham yang dimiliki publik, 

semakin banyak informasi tentang perusahaan yang diketahui masyarakat umum, sehingga publik 

dapat melakukan pemantauan tidak langsung dengan mengakses informasi melalui laporan 

tahunan atau media lainnya. Kepemilikan publik diukur dengan menggunakan persentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh publik relatif terhadap jumlah saham yang beredar. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan 

keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan informasi CSR 

yang terdapat pada corporate sustainability report yang mengacu pada indeks GRI G.4 sebanyak 

91 elemen sebagai ukuran CSR dan untuk sektor keuangan terdapat tambahan 16 elemen 

indikator khusus yang juga mengacu pada Indeks GRI G.4. 
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Tabel 1. Skala dan Pengukuran Variabel 

VARIABEL RUMUS 

Variabel Independen 

Ukuran Dewan Direksi DIREKSI= Σjumlah anggota dewan direksi 

dalam perusahaan 

Proporsi Komisaris Independen INDEP= 
DK luar X 100%

ukuran dewan komisaris (DK)
 

Keahlian Anggota Komite Audit  KOMITE= Σ Anggota komite audit yang 

memiliki keahlian di bidang akuntansi atau 

keuangan dalam perusahaan. 

Kepemilikan Publik 

 

KEPU=

total saham yang dimiliki publik

Total Saham yang Beredar 
x100% 

Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 
CSRy =

∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑁𝑦
 

Variabel Dependen 

Agresivitas Pajak ETR=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒−𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 
 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan metode pengambilan sampel yang 

disengaja, diperoleh 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Kriteria sampel penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Perusahaan sektor keuangan maupun non-keuangan yang menerbitkan laporan keberlanjutan 

yang mengacu pada standar GRI selama periode 2015-2019 berturut-turut; 

2. Perusahaan memiliki laba sebelum pajak positif berturut-turut selama 2015-2019 (tidak 

mengalami kerugian); 

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah (Rp); 

4. Perusahaan memiliki data yang lengkap. 

 

Tabel 2. Pengambilan Sampel Penelitian 

KETERANGAN JUMLAH 

Perusahaan di sektor keuangan dan non-keuangan menerbitkan laporan 

keberlanjutan 

63 

Perusahaan pada sektor keuangan dan non-keuangan yang secara 

berturut-turut mengumumkan laporan keberlanjutan 2015-2019 

28 

Perusahaan yang mencatatkan kerugian selama 2015-2019 (4) 

Perusahaan dengan menggunakan mata uang selain rupiah (1) 

Perusahaan dengan data tidak lengkap  (6) 

Jumlah perusahaan yang dapat menjadi sampel  17 

Tahun pengamatan 5 

Jumlah sampel total  85 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Uji Statistik Deskriptif 

Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian setelah olah data SPSS adalah: 

 
Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

DIREKSI 85 4 12 8,210 1,965 

INDEP 85 0,300 0,833 0,459 0,145 

KOMITE 85 1 4 1,780 0,624 

KEPU 85 0,008 0,499 0,261 0,160 

CSR 85 0,098 0,956 0,300 0,161 

AGP 85 0,012 0,408 0,223 0,079 

Valid N 85     

(listwise)      

 

Berdasarkan tabel 3, nilai minimum dari variabel ukuran dewan direksi ini sebesar 4 dan 

nilai maksimum sebesar 12, dengan nilai rerata untuk variabel ini sebesar 8,210. Selanjutnya 

variabel proporsi komisaris independen menunjukkan nilai minimum sebesar 0,300, dan nilai 

maksimum sebesar 0,833 serta nilai rerata untuk variabel ini sebesar 0,459. Untuk variabel 

independen anggota komite audit memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 4 dengan nilai rerata 

variabel ini sebesar 1,780. Untuk variabel independen kepemilikan publik, dari tabel di atas dapat 

dilihat bahwa nilai minimum untuk variabel ini sebesar 0,008 dan nilai maksimum sebesar 0,499, 

dengan nilai rerata sebesar 0,261. Variabel pengungkapan CSR diperoleh nilai minimum sebesar 

0,098 dan nilai maksimum sebesar 0,956 dan nilai rerata 0,300. Hal ini menunjukkan rata-rata 

sampel melakukan pengungkapan kegiatan CSR sesuai indeks GRI G.4 sebanyak 30% dari total 

item yang ditetapkan sebagai kriteria. Selanjutnya untuk variabel dependen agresivitas pajak, 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0,012 dan nilai maksimum sebesar 0,408, serta nilai rerata 

untuk variabel ini sebesar 0,223. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 
Pengujian normalitas yang digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Di bawah ini 

adalah hasil pengujian: 

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 

NormalParametersa.b Mean 

Test Statistic 

Asymp. Sig (2-tailed) 

85 

0,000 

0,186 

0,200c,d 

 

Berdasarkan hasil tabel tersebut, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 

yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa error data terdistribusi 

secara normal. 
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Uji multikolinieritas  

Uji ini digunakan untuk mengkaji apakah ada korelasi atau tidak ada korelasi antar variabel 

independen. 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity 

Statistics 

Keterangan 

Tolerance VIF 

DIREKSI 

INDEP 

KOMITE KEPU 

CSR 

0,888 

0,756 

0,938 

0,785 

0,906 

1,126 

1,323 

1,066 

1,274 

1,104 

Bebas multikolinieritas  

Bebas multikolinieritas  

Bebas multikolinieritas  

Bebas multikolinieritas  

Bebas multikolinieritas  

 

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai toleransi untuk hasil tiap variabel < 0,10. Nilai variance 

inflation factor (VIF) juga menghasilkan kurang dari 10 untuk semua variabel independen, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki multikolinearitas antar variabel independen.  

 

Uji autokorelasi  

Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah model regresi linier memiliki korelasi 

antara error pengganggu periode sebelumnya. Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan 

run test. 

Tabel 6. Hasil Uji Run Test 

 Unstandardized Residual 

Test Valuea 

Number of Runs 

Z 

Asymp. Sig (2-tailed) 

0,010 

40 

-0,659 

0,510 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai tes adalah 0,010 dengan probabilitas sebesar 

0,510, yang mana nilai ini kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi antar nilai residual. 

 

Uji heteroskedastisitas  

Uji tersebut dilakukan untuk menguji pada modell regresi terjadi kesamaan atau 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Hasil olah data uji 

tersebut diperoleh gambar scatterplot sebagai berikut:.  
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Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas 

 
Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa model tersebut terhindar dari 

heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan untuk penelitian. 

 

Pengujian Hipotesis 

Tabel 7 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda. 

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Std. 

Coefficient T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0,339 0,057  5,931 0,000 

DIREKSI -0,014 0,004 -0,340 -3,280 0,002 

INDEP 

KOMITE KEPU 

CSR 

0,149 

-0,025 

-0,084 

-0,016 

0,062 

0,013 

0,055 

0,051 

0,271 

-0,196 

-0,169 

-0,033 

2,408 

-1,948 

-1,532 

-0,324 

0,018 

0,055 

0,130 

0,746 

 

Berdasarkan pengolahan data tabel di atas, pengujian keseluruhan sektor menunjukkan 

bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari analisis adalah: 

AGP=0,339-0,014DIREKSI+0,149INDEP-0,025KOMITE-0,084KEPU-0,016CSR +e 

 

Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kokoh atau tidaknya model regresi yang digunakan. 

Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Berikut hasil perhitungan uji F: 

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F 

 

Model 

Sum of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

1 Regression Residual 

Total 

0,132 

0,404 

0,536 

5 

79 

84 

0,028 

0,005 

5,150 0,000b 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat nilai F hitung ialah 5,150 dengan nilai signifikansi 

0,000<0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah layak 

digunakan untuk pengujian variabel penelitian. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Uji dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dapat menjelaskan 

variasi variabel dependen. Output SPSS uji R2 adalah: 

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,496a 0,246 0,198 0,072 
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Nilai Adjusted R Square adalah 0,198 Hal ini, memiliki arti variabel agresivitas pajak dapat 

dijelaskan sebanyak 19,8% oleh variabel corporate governance yang di proksikan dengan ukuran 

dewan direksi, proporsi komisaris independen, keahlian anggota komite audit, dan kepemilikan 

publik serta pengungkapan corporate social responsibility. Sedangkan mayoritas sisanya sebesar 

80,20% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi pada 

penelitian ini. 

 

Uji statistik T 

Bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen, pada tingkat signifikansi 0,05. Berikut merupakan hasil uji statistik t. 

Tabel 10. Hasil Uji Statistik T 

Model Unstandardized Coefficient Std.Coefficient T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0,339 0,057  5,931 0,000 

DIREKSI -0,014 0,004 -0,340 -3,280 0,002 

INDEP 0,149 0,062 0,271 2,408 0,018 

KOMITE -0,025 0,013 -0,196 -1,948 0,055 

KEPU 

CSR 

-0,084 

-0,016 

0,055 

0,051 

-0,169 

-0,033 

-1,532 

-0,324 

0,130 

0,746 

 

Pengujian Hipotesis Pertama  

Hipotesis pertama penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif ukuran dewan direksi 

pada agresivitas pajak. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,002 dengan arah negatif. Hal tersebut menunjukkan bawah hipotesis pertama terdukung secara 

statistik, karena nilai sinifikansi ≤ 0,05. Hasil penelitian ini mendukung Fahriani & Priyadi (2016) 

mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak 

agresif. Semakin banyak jumlah direksi dalam suatu perusahaan, maka dapat menurunkan tingkat 

agresivitas pajak perusahaan tersebut. Dewan direksi diberi amanah untuk mampu mengelola 

perusahaan dengan baik, maka direksi harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya tersebut 

agar tujuan perusahaan untuk dapat beroperasi secara terus menerus dalam jangka panjang dapat 

tercapai. Oleh karena itu, direksi harus menghindari hal-hal yang dapat mengganggu tercapainya 

tujuan perusahaan, salah satunya menghindari aktivitas pajak agresif yang dapat merugikan 

perusahaan di masa mendatang. Hasil riset tersebut tidak sejalan dengan Rengganis, Dewi & 

Putri, (2018) yang menyatakan dewan direksi tidak memengaruhi agresivitas pajak.  

 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif proporsi komisaris 

independen pada agresivitas pajak. Hasil pengujian statistik (tabel 10) menunjukkan nilai 

signifikansi sebebsar 0,018, dan berarah positif. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa hasil 

pengujian tidak mendukung hipotesis kedua. Hasil uji statistik tersebut sejalan dengan riset Adam 

& Putri (2018) yang mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dimungkinkan dewan komisaris belum 

bisa secara optimal dalam menjalankan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan potensi 

agresivitas pajak.Dapat pula mengindikasikan bahwa banyaknya komisaris independen tidak 

dapat menjadi faktor utama dalam mengendalikan manajemen yang membuat perusahaan 

terbebas dari aktivitas pajak agresif. Boleh jadi pemegang saham mayoritas dan pendiri 
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perusahaan yang membuat fungsi pengendalian dan pengawasan oleh dewan komisaris 

independen menjadi tidak efektif (Ujiyantho & Pramuka, 2007). 

 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif keahlian anggota komite 

audit pada agresivitas pajak. Hasi pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 

0,055. Berarti secara statistik hipotesis ketiga tidak didukung. Hasil ini sejalan dengan riset Puspita 

(2014) yang menunjukkan latar belakang keahlian komite audit di bidang keuangan atau akuntansi 

tidak memengaruhi pengindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola 

perusahaan belum berjalan dengan maksimal, sehingga tidak menjadikan perusahaan tersebut 

terbebas dari tindakan pajak agresif. 

 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Statemen hipotesis keempat yaitu terdapat pengaruh negatif kepemilikan publik pada 

agresivitas pajak. Dalam tabel 10 di atas, hasil statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,130. 

Artinya secara statistik tidak mendukung hipotesis yang disampaikan. Oleh karena itu, kepemilikan 

saham publik tidak memengaruhi agresivitas pajak. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan 

temuan Pradnyawati & Suprasto (2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa publik tidak memiliki 

akses langsung untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen termasuk tindakan 

manajemen terkait dengan agresivitas pajak.  

 

Pengujian Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima adalah terdapat pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial 

pada agresivitas pajak. Tabel 10 menunjukkan nilai signifikansi untuk pengaruh variabel tersebut 

adalah 0,746. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pengaruh variabel pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada agresivitas pajak tidak signifikan, sehingga secara statistik hipotesis 

kelima tidak terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan Jessica & Toly (2014) dan Winarsih & 

Rina (2014) yang menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial tidak menjadikan 

perusahaan tersebut terbebas dari aktivitas pajak agresif. Akan tetapi, temuan riset ini berbeda 

dengan temuan Lanis & Richardson (2012) yang menjelaskan bahwa mengungkapkan tanggung 

jawab sosial dengan poin yang banyak, maka menurunkan tingkat penghindaran pajaknya. Hasil 

penelitian ini juga berbeda dengan Gunawan (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara CSR dan agresivitas pajak, yang mana semakin luas pengungkapan CSR maka 

semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.  

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap 

agresivitas pajak. Dewan direksi sebagai pihak yang paling mengerti keadaan perusahaan dan 

sebagai pihak yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan memiliki peluang yang besar 

untuk mengambil keputusan melakukan kegiatan agresivitas pajak. Selanjutnya berdasar analisis 

statistik menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

agresivitas pajak. Variabel keahlian anggota komite audit, kepemilikan publik, dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial tidak memengaruhi pada agresivitas pajak. Hasil penelitian ini bisa menjadi 

pertimbangan bagi para pembuat kebijakan terkait dengan potensi agresivitas pajak yang 

dilakukan entitas yang sangat mungkin akan berdampak pada penerimaan pajak. 
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Terdapat keterbatasan penelitian ini terkait dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 17 

perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan kembali dengan memperluas sampel 

penelitian. Di samping itu riset berikutnya dapat menggunakan model pengukuran lain terkait 

dengan agresivitas pajak, misalnya book tax difference atau cash effective tax rates. Selain itu, 

untuk pengukuran corporate governance dapat menggunakan pendekatan lain seperti kepemilikan 

saham asing, kepemilikan institusional, kualitas audit, kepemilikan manajerial atau dapat 

menggunakan Corporate Governance Perception Index. 
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